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Ketika Tujuh tahun yang lalu, negeri ini d· 
tidak tertahankan adalah bergugurannya dun 
berdiri dengan kokoh, namun keberadaanny1 
pihak tidak terkecuali pemerintah pun berpi 
dunia usaha agar bisa terhindar dari keba1 
implikasi yang cukup luas bagi pencari kerja 

Dalam konteks inilah muncul berbagai p< 
usaha tersebut harus dimulai dengan memt 
pembenahan secara menyeluruh terhadap pn 
ini hanya mengandalkan kepada ketentuan 
yang lalu, maka hampir dapat dipastikan tid 
dunia usaha yang begitu cepat lagi pula tela 
Untuk mengimbangi dunia usaha ini pemerinl 
berbagai serangkaian peraturan yang meny: 

Ketika peraturan tersebut diterbitkan ac 
akan dapat be1jalan dengan lancar, sebab ek: 
oleh aturan hukum yang kuat. Di sisi lain a 
baru ini telah mengakomodir berbagai perkt 
itu sendiri. Namun, apa hendak dikata keny 
adanya kelemahan aturan hukum yang ada 
untuk menjalankan akitivitas bisnisnya. Ak: 
ada dililit oleh berbagai utang yang akibatn) 
Untuk itu perusahaan harus menghadapi d 
terus dengan kemungkinan yang terpahit : 
maka perusahaan harus dilikuidasi ataukah r 

Di sisi lain dengan diberlakukannya und 
tahun 1999 yang kemudian diganti pada tah 
mulai menggali potensi yang ada di daerahn� 
Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada 
baru apakah berbentuk Perusahaan Daeral 
Dalam hal inilah timbul pertanyaan yang c1 
yang sudah ada masih cukup memadai unt1 
privatisasi PT Persero yang berstatus BUI 
pemerintah? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tarr 
serangkaian aturan hukum yang mengatur 1 
Untuk itu dalam buku ini dicoba dihimpun b{ 

H11k11111 Perusahaa11 dalam Peraturan Perw1dang· 
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Ketika Tujuh tahun yang Ialu, negeri ini di Janda krisis ekonomi yang dampaknya 
tidak tertahankan adalah bergugurannya dunia usaha yang selama ini kelihatannya 
berdiri dengan kokoh, namun keberadaannya cukup rapuh. Oleh karena itu, semua 
pihak tidak terkecuali pemerintah pun berpikir keras bagaimana menyelamatkan 
dunia usaha agar bisa terhindar dari kebangkrutan yang pasti akan membawa 
implikasi yang cukup luas bagi pencari ke1ja. 

Dalam konteks inilah muncul berbagai pandangan, untuk menyelamatkan dunia 
usaha tersebut harus dimulai dengan memberdayakan dan sekaligus melakukan 
pembenahan secara menyeluruh terhadap pranata hukum perusahaan, yang selama 
ini hanya mengandalkan kepada ketentuan hukum yang dibuat lebih dari seabad 
yang Ialu, maka hampir dapat dipastikan tidak akan mampu lagi mengikuti gerak 
dunia usaha yang begitu cepat lagi pula telah menembus batas-batas antarnegara. 
Untuk mengimbangi dunia usaha ini pemerintah pun sebenamya telah mengeluarkan 
berbagai serangkaian peraturan yang menyangkut dunia usaha. 

Ketika peraturan tersebut diterbitkan ada setitik harapan, bahwa dunia usaha 
akan dapat berjalan dengan lancar, sebab eksistensi dunia usaha ini telah dilandasi 
olch aturan hukum yang kuat. Di sisi lain ada pula anggapan bahwa aturan yang 
baru ini telah mengakomodir berbagai perkembangan yang terjadi di dunia usaha 
itu sendiri. Namun, apa hendak dikata kenyataan berbicara lain, mengapa? Sebab 
adanya kclemahan aturan hukum yang ada ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak 
untuk menjalankan akitivitas bisnisnya. Aki bat lebih jauh perusahaan yang sudah 
ada dililit oleh berbagai utang yang akibatnya membawa beban yang cukup serius. 
Untuk itu perusahaan harus menghadapi dilema, apakah perusahaan akan jalan 
terus dengan kemungkinan yang terpahit jika perusahaan tidak dapat bertahan 
maka perusahaan harus dilikuidasi ataukah perusahaan melakukan restrukturisasi? 

Di sisi lain dengan diberlakukannya undang-undang pemerinl�han daerah pada 
tahun 1999 yang kemudian diganti pada tahun 2004, maka pemerintah daerah pun 
mulai menggali potensi yang ada di daerahnya yakni bagaimana menggoptimalkan 
Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada dan atau pun mendirikan perusahaan 
baru apakah bcrbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). 
Dalam ha! inilah timbul pertanyaan yang cukup mendasar, apakah aturan hukum 
yang sudah ada masih cukup memadai untuk itu? Pertanyaan selanjutnya apakah 
privatisasi PT Persero yang berstatus BUMN dapat dilakukan setiap saat oleh 
pemerintah? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tampaknya perlu dicermati secara saksama 
serangkaian aturan hnkum yang mengatur masalah dunia usaha atau perusahaan. 
Untuk itu dalam buku ini dicoba dihimpun berbagai aturan hukum yang menyangkut 
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.n1risa·J.ah ·11uku1�1 · .. P·crt�sr1haan. Nan1un penulis menyadari sepenuhnya, apa yang 
dicantumka.n dalam buku ini hanyalah scbagian-kcciI yang sen1pat dikutnpnlkan 
yai1g nicnyc:ingkut hi.tkum perusahaan; I<esulitan 1ailradalah ·bagain1ana n1cn1ilah
.ntilrih . atutatl'hl1kun1·y_ang n1enyangkut hukum petustihaan •

. 
tcrlebih lagi dalan1 tiga 

tahu11 terakhit: .. i,ni ke.tentuan huku1n perusahaan sering tetjad.i perubahan kebijakan 
yi:ing tentunYiii1.nenyulitkan dunia usaha itu sendiri. 

_ Kepad'a .herbagai .Pihak yang te!ah 1nernbantu terbitnya, buah karya yang 
s.ederhan.a ·it1i,: penulis n1engucapkan tcrin1akasih khususnya kCpada ·para mahasiswa 
J?eserta:ktiH.�h Hukun1 Perusithaan baik yang ada di Prdgra1n s·trata . Satu 111aupun 
Pto'gr�im Magis

.
ter f.Tukurn Unpar Bandung yang secara kritis terus berdiskusi 

dchgan·:penl11is dalam me1nbahas berbagai hal yang inenyangkut masalah huku1n 
perttsahaan. yai1g . terus berke1nbang. Scn1oga ada rnrinfaatnya. 

0 

Bandung, Media Oktober 2005 

Dr.Sentosa Sembiring, S.H.;M.H 

ffuk1a11 Perusahaan dahun Peratura11 Penuula11g-1111dangan 

Dafta:risi 

KATA PENGANTAR-5 

DAFTAR !SI - 7 
BEllERAPA CATATANTENTANG HUKUJV 

A. Munculnya lstilah Perusahaan - 1: 
B. Perseroan Terbatas (PT) - 13 

C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

D. Badan Hukum Milik Negara (BHMN 

E Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

F. Badan Hukum Yayasan - 20 
G Larangan Praktik Monopoli Dan Per 
H. Kepastian Hukum -23 

LAMP IRAN 
I. PERATURANPEMERINTAHPENGG 

19TAHUN1960TENTANG PER US. 
2. UNDANG-UNDANGNOMOR5TAH 

DAERAH-49 
3. UNDANG-UNDANGN0MOR9TAJ 

PERATURAN PEMER!NTAHPENGG 
_l TAMUN 1969 (LEMBARAN NE< 
TAMBAHANLEMBARANNEGARA 
BENTUK USAHA NEGARA MENJ1 

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK IN 
TENTANG WAJIB DAFrARPERrn 

5. UNDANG-UNDANGREPUBLIK IN 
TENTANG PERSEROAN TERBATA 

6. UNDANG-UNDANGREPUBL!KIN 
TENTANG USAHA KEC!L-159. 

7. UNDANG-UNDANG REPUBLIKIN 
TENTANG DOKUMEN PERUSAHP .,,, 

l-l11kun1 Perusahaa11 da!atn Peraturan Perundang.un 



mn penulis menyadari sepenuhny�, apa yang 

·alah sebagian kecil yang sem�at d1kumpu.l�an 

aan Kesulitan lain adalah baga1111ana mcm1l�h

gkt;t hukum perusahaan, terlebih lagi dala�� t1ga 

l perusahaan sering terjadi pcrubahan keb1Jakan 

usaha itu sendiri. 

g telah membantu terbitnya, buah karya �ang 
. k sih khususnya kcpada para mahas1swa 

mtenma a 
n baik yang ada di Program Strata Satu m�upu� 
ir Bandung yang secara kritis terus berd1skus1 

berbagai hal yang menyangkut masalah hukum 

ng. Semoga ada manfaatnya. 

Bandung, Medio Oktober 2005 

Dr.Sentosa Sembiring, S.H.;M.H 

Daftar isi 

KATA PENGANTAR-5 

DAFfAR ISI-7 

BEBERAPA CATATANTENTANG HUKUM PERUSAHAAN-11 

A. Munculnya Istilah Perusahaan - 11 

B. Perseroan Terbatas (PT) - 13 

c Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-14 

D. Sadan Hukum Milik Negara (BHMN)-18 

E Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-19 

F. Badan Hukum Yayasan -20 

G Larangan P�aktik Monopoli Dan Persaingan Us·aha Tidak Sehat-22 
H. Kepastian Hukum-23 

LAMP IRAN 

I. PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTIUNDANG-UNDANG NOMOR 
19 TAHUN 1960 TENT ANG PERUSAHAAN NEGARA-25 

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 5TAHUN1962 TENTANG PERUSAHAAN 
DAERAH-49 

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 9TAHUN1969TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG NO MOR 
1 TAMUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NOMOR 16; 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARANOMOR 2890)TENTANG BENTUK
BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG -73 

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 v 
TENTANG WAHB DAFrAR PERUSAHAAN-80 

5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK IND

E 

NOMOR 1TAHUN1995.) 
TENTANG PERSEROAN TERBATAS 101 

6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDO A NOMOR 9TAHUN 1995 v' 
TENTANG USAHA KECIL-159 

7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997 ./ 
TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN -180 

p, w1dm1g-1111da11ga1 H k H1tkwn Perusah�an dalam Perat11ran ei u 11111 Perusahaan dalam 
.
Peraturan Perunda11g-1111danga11 

0 



8. 0g!£�@-�2!'REPUBLIKINDONESIANOMOR5TAHUN 1999 
.TE!'!T/(1'/(JD;�R.ANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN 
\)��¥-)TJ:Bl(K SEHAT -197 / 

' 9. . \)1'/])/(1'/(\fcUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 \K.. 1'ENTA1'/GYAYASAN-228 v 

>, io. YJ'IDj\NG-UNDANG REPUBLlK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TEN.TANG MINYAKDANGAS.BUMl-256 J 
Il. UNI)ANGcUNDANG REPUBLIK !NDONESIANOMOR 19 TAHUN2003 TENTANG BADAN USAHA MILIKNEGARA-294v 

12, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN -341 v 

13. • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 l TAHUN 2004 TENTANG WAKAF-354, 

.•. •
. •. 1.··.•.4 .. •·.·)'ERATURANPEMERlNTAHREPUBLIKINDONESIANOMOri2r�HUN 

1998 TENT ANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSER0)�77y -;-: -
. ;--__ >__ -_ 

- -/ 15: . . PERATURAN PEMERINTAHREPUBL!KINDONESTA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM)..-398 •1 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 
TAHUN 1998 TENTANG.PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS -- 420J 
PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 
TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN 

· PENGAMBJLALIHAN PERSEROANTERBATAS -428 v 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1999TENTANG BENTUK> BENT UK TAG !HAN TERTENTU 
YANG DAPAT DIKOMPENSASIKAN SEBAGAISETORAN SAHAM-:c' 
444 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 61 

.· TAFIUN 1999TEN TANG PENETAPAN PERGURUANTJNGGINEGERI 
SEBAGAtBADANHUKUM-448 •· 

%t'PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA NOMOR 87 TA}IUN l.999 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN 
PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN -465 

0'£i PER.ATURj\N PEMfiR.INTAH REPUBL!K INDONESIA NOMOR 88 
TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAANKEDALAMMIKROFIL.M ATAU MEDIA LAINNYA 
.DANLEGALISASI '-c-.47 4 

0 
!fukun1 Perusahaan dalani Peraturan Perunda11g-11ndangan 

'22.i PERt\TURAN PEMERINTAH REPUBl 
TAHUN 2000 TENTANG PERUBA 
PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 19' 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENAr 
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGAI 
PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHJ 
DAN PERSEROAN TERBATAS YAN 
DIMILIK! OLEH NEG,\RA REPUBLIK 11' 
NEGARA PENANAlvl/.\R·\l'IODAL DAN• 
MILIK NEGARA\-483' I ,, \ . 

'/'23. PERATURANPEMERINTAHREPUBLIK 
2000 TENTANG PERUSAHAAN JAWK 

'24. PERATURAN PEMERINTAH REPUBI 
TAHUN 200 l T ENT ANG PERUBl 
PEMERINTAH NOMOR 12TAHUN l9 

,pERSEROAN (PERSER0)-504 
25; PERATURAN PEMERINTAH REPUB 

TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAl 
KEWENANGAN MENTER ! KEUA1' 
PERSEROAN (PERSERO), PERUSAi' 
PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) 
BAD AN USAHA MILIK NEGARA-' 

26. PERATURAN PEMERINTAH REPUB 
TAHUN 2002 TENTANG B AD AN PEL 
HULU !V!INYAKDAN GAS BUMI-5 

27\ PERAI'URAN PEMERINTAH REPUJ 
TAHUN 2003TENTANG PENDIRIANP 
BULOG'-527 

28. PERATURAN PEMERINTAH REPUB 
TAHUN 2003 TENTANG PENGALlt 
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAi 
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROP 

29. PERATURAN PEMERINTAH REPUI 
TAHUN 2003 TENTANG PELIMPAHfl 
KEWENANGAN MENTER! KE.UA 
PERSEROAN (PERSERO), PERUSA 
PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN 
BAD AN USAHA MILIK NEGARA-

30. PERATURAN PEMERINTAH REPU 
TAHUN 2005 TENJANG TATA CAR1 
PERSEROAN (PERSER0)-557 J 

flukiun Pen1sahaan dalc11n Peraturan Perundang-to 



UBLIKJNDONESIANOM0R5TAHUN 1999 
'RAKTJK MONOPOLI DAN PERSAINGAN 
-197v 
JBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 
Z28 v 

JBLIK INDONESIANOMOR 22 TAHON 2001 
'1 GAS BUMI-256 ,/ 
JBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 
IA MILIK NEGARA-294 i 
JBLIKINDONESIANOMOR28TAHUN2004 
'I ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 
{AYASAN-341 v 

JBLIKINDONESIA NOMOR41 TAHUN2004 
4, 
I-IREPUl3LIKINDONESIA .

. 
NOMOiyi:2�UN 

IAANPERSEROAN (PERSER0)-\- 377 .) 
'.,. ,.,-"" 

TAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 
PERUSAHAANUMUM (PERUM)-398 v 

fAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 
IG.PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN 

TAHREPUBLJ]( INDONESIA NOMOR 27 
; PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN 
RSEROAN TERBATAS -428 v 

TAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR15 
BENTUK,BENTUK TAGIHAN TERTENTU 
'ISASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM-::-

TAH REPUBLIK INDONESIA NQMOR 61 
'ENETAPAN PERGURUAN.TINGGI NEGER! 
JM-448•' 
TAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 
'IG TATA CARA PENYERAHAN DAN 
ENPERUSAHAAN-465 ,/ 

TAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 
; TATA CARA PENGALIHAN DC1KLIMIIN> l 
AMMIKROFILM ATAU 1vrn.vu' LAJNr'1YA 
I 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMORJ 
2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS; PERATURAN 

'�;;�xi;ii, p��G���A� NOMOR 98 TAHUN 1999t'ENTANGPE1':1GALIHAN ;;  K DAN KEWENANGANMENTE!<I KEUANGAN 
i!<.' y ,sm,Al!:U RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATA,U 

PEMEGANG SAHAM PADA PERUSA!-lAAN PERSEROAN (PERS);:RO) 
DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBA GIAN SAHAMNYA 
DIMILIKI OLEHNEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADAly!ENTERJ 
NEGARA PENA]\\AMAJ"l'("!ODAL DAN PEMBINAAN BAD AN USAHA. 
MILIK NEGA.RA\-483 j . 

' '' :.r .. ,, PERATURANPEMl1RINTA.HREPUBLIKINDONESIANOMO.R61i'J'JUN 
2000 TENTANG PER USA.HAAN JAWA.TAN (PERJAN)-488 

, • ':P•· PERATURAN PEMER!NTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR45 
TA.HUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
PEMERINTAH NO MOR I2 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN 

,pERSEROAN (PERSER0)-504 
" ''·0" PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 

TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGASDAN 
KEWENANGAN MENTER! KEUANGAN PADA PERUSAHAAN 
PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN 
PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTER! NEGARA 
BAD AN USAHA MILIK NEGARA -509 

26. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 
TAHUN 2002 TENTANG BAD AN PELAKSANA KEGIATAN USAHA 
HULU MINYAK DAN GAS BUMl-514 v' 

PERATURAN PEllJERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 
TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM. (PER UM) 
BULOG--527 

28. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 
TAHUN 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN 
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA(PERTA.MINA) 
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)�S46 v 

29. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESl(:I NOM()R 41 
TAHUN 2003 TENTANG PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGASDAN 
KEWENANGAN MENTER! KEUANGAN PADAPERUSAHAf:IN:i 
PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN .UMUM (PERUfy!)DAN • 

PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) ](EPADA MENTER!. NEGARA 
BAD AN US AHA MILIK NEGARA-551 �' 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 33, 
TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRJVATISASI PERUSAHAAN 
PERSEROAN (PERSER0)-557.J 

Perwulan'g-w'idwigali' 'Y i fii!k(tni Perusahaan daia1n Peraturan Perundang�undan r)an 1 Perusahaan dala1n Peraturan ,., 
0 



31. KEPUTUSANPRESIDEN REPUBL!KINDONES!A NOMOR 90'1'.•\HUN 
2000TENTANG KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING--574/ 

32. KEPUTUSAN PRES IDEN REPUBLl K INDONESIA NOMOR 122 TAI-IUN 
2001 TENTANG TIMKEBIJAKANPRIVATISAS!BADANUSAHAMILIK 
NEGARA--5i'6 J 
PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1998 
.'.f�E \!'ANG BENTUK HUKUM BAD AN US AHA MlLIKNEGARA-

. ' 5 80 

:34( EPUTUSAN MENTER! DALAM NEG ER I NO MOR 50 TAHUN 1999 
TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH-584 

0��\ KEPUTUSANMENTERlBADAN USAl'IAMILIKNEGARANOMOR 104' 
'·· TAHUN 2002 TENTANG PENILA!AN CALON ANGGOTA D!REKSI 

BAD AN USAHA MILIK NEGARA-593 

(3°6\1 KEPUTUSAN MENTER! BADANUSAHA M!LIK NEGARA NO MOR 117 
'· /TAHUN 2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE PADA BAD AN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)-

599 

G 
ff11k111n f�erusahaan dalc11n Peraturan Perundang-urufangc/,, 

BEBERAPA CATA1 

·'·.''!.';.,, ··�
.

· 

. . HUKUMPERUSAl 

. ......... �.l·� . ',lla�U�fil�!!il.�]il.ilifl�IJ�l\��!�: 
S'e}ak dicabutnya istilah pedagang dan buk 

t1ndang Hukum Dagang (KUHD)'' maka muncul 
dalampasal-pasal berikut i.ni. 

- <]:,{ -Pasf\I 6:-ayat l yang n1engemukakan, se 
//ef:usahaan cliwajibkan untuk n1enyelenggi 
sy:_rin-tt perusahaannya tentang keadaan 1 
b_brhubllngan dengan perusahaanrtya, denf 
catatan�catatan yang diselenggarakan itu s 
�1tk dan_kewajibannya. 

2. Pasal 16 KUHD disebutkan firma adalah s1 
ITICnjalankan suatu usaha dengan nan1a bet 
Pasal 36 ayat I KUI-ID mengemukakanPers' 
:dan tidak .metnakai nam�i. salah seorang atau l 
.1R�n.dapat na1nanya hanya dari tujuan pe·rii �asal76 KUHD yang mengemnkakan 
nienyelcnggarakan perusahaannya dengan ij.am.anyU sendiri atau firn1anya, dan dengar. x�::'.;''..>;: .. ;�;t;�·s.·order dan atas beban pihak lain. 

;f>;\'>;;·J)e,�gan munculnya istilah perusahaan dafa 
:�.?I�.11gan para akhli hukum, apakah masih tepal 
Jpga pemikiran, agar KUI-ID dijadikan sejarah ht 
)'.�ng .. demikian sulit untuk dihindari, mengini .·.:.:?.t7 .. � .nt:t1.n:ikan ·d,.lla1n KUH!) sebagai pengganti da 

· \!>'�Pasal 2-5 KUHD). 
�] '':!c:iXRI�h karena itu, dalam kepustakaan limn Hnki 
.:'.9.1�:11F:?.ba.l1).e1nberi kriteria apa yang hants ada dal :.'.�:�t;���aJain. yaitu. dikemukakan harus ada konti ;fl�a, o�ganisasi. 

Stb,. 1°938 No. 276 yai�g mulai bcrl< 
Pcdagang dan Pcrbuatnn dagUng atau Pasa ,·t:'·U_1ial ihi·stiduh. dinyatukan lidak bcr!nku dcnga1 

'crscroun Tcrbatas. (Liiwt Lamplran 5). 

5llfll!fi,feh£saltaan dafrun Peraturan Perutulang·un 



REPUBLlK INDONESIA NO MOR 90'11\HUN 

PERWAK ILAN PERlJSAHAAN ASING-574v 

REPUBLJK INDONESIA NOMOR 122'IAHUN 

IJAKAN PR!VATJSASIBADAN USAHAMJLlK 

· DALAM NEGERl NOMOR 3 TAHUN .1998 
JKUM BAD AN USAHA MIL!K NEGARA-

i DALAM NEGERl NO MO R 50 TAB UN l 999 

SAN BADA N USAHA MILlK DAERAH-584 

lADANUSAHAMlLIKNEGARANOMOR 104' 
; PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKS! 

NEGARA-593 

3ADAN USAHA MILIK NEGARA NO MOR l 17 
PENERAPAN PRAKTJK GOOD CORPORA1E 
ADAN U SAHA MILIKNEGARA (BUMN)-

ku111 P;rus(lha(//1 dala1n Pera111ra11 Per1111da11g-u11dt1ng· 

BEBERAPACATATANTENTANG 
HUKUMPERUSAHAAN 

'"jak dicabutnya islilah pedagang dan bukan pedagang di dalam Kitab Undang
:�g}lukum Dagang (KUHD)" maka muncul istilah perusahaan, Hal ini dapat dilihat 

l#ih pasal-pasal. berikul ini. 
. Eas·aI . .  6 ayat I yang inenge111ukakan, setiap orang yang 1nenyelenggarakan ;Jl0:hJ.sCthaan diWajibkan untuk n1enyelenggarakan

.
catatan-catatan 1nenurut syarat

k�::).Pi-/:'. ·" 
.
:: �y:aracperusah.aannya tentang keadaan hartanya dan tentan�· apa saja yang 

'' ����:�g�::::::::�.�::.:::::,:::::::: - -----·-- · ,�p..�nJa1anka n suatu usaha dengan na1na bers.a1na. 
·i.��Wf f>itsal36 ayal J KUHD n1engemukakan Perseroan Terbatastidak mempunyaifirma, 

·i,
i
·
··{.·f;
.
·:.·�.·.'. 

.
. 

•
.
· dtin tldak in6n1akai nan1a salah seorang atau lebih darihntara para persero, melainkan 

... . .. iu.'endapat .na1nanya hanya dari tujuanperusahaan saja.2l 
�f· Rasal 76 KlJHD yang mengemukakan komisioner adalah seorang yang 

>;:;,: .. i{'.}"'.';.�1CilyeJe
.
nggarakan pe rusahaannya dens an 1nelakukan pe1j anj ian N peij anj ian at as 

· 
. . . 

" "''.'.:(;;);e;;·n�n�anya .sendiri atau firn1.anya, dan dengan 1ncneri1na upah atau provisi tertentu, 
· · . · · a(as. order dan alas beban pihak lain, 

iv�.0·,:�.�i)e11!lm1 munculnya istilah perusahaan dalam KUHD, mah timbul pemikiran di ��}.�1)g,an para akhli hokum, apakah masih tepat disebut KUHD? Di pihak lain timbul 
2j�J!.!'Bemikiran, agar KUHD dijadikan sejarah hukum ekonomi. MuncnJnya pandangan 
,:�.�R:�.·. 1;l,Cn1ikian sulit untuk dihindari, n1engingat ru1nusan perus.ahaan sendiri tidak 
·.�j�,ai1t11mkan dalam KUHD sebagai pengganti dari istilah pedagang dan bukan pedagang 
(l'XPasal 2-5 KUHD), 

·"'.!:'iifr;ptehkarena itu, dalam kepustakaan llmu Hukum khususnya para ahli Hokum Dagang, �1,�pc.oba 1ne1nberi kriteria apa yang harus ada dalan1 suatu badan usaha atau perusahaan. 
yaitu, diken1ukakan harus ada konlinuitas, tujuannya n1encari untung dan 

.Jle1·dasarkan Stb. 1938 No. 276 yang mulai bcrlaku pacla tnnggal 17 Juli 1938, Bab Kcsatu 
Pe<laerane dan Pcrbuatan dag<ing atau Pasal 2-5 KUHD diny11lakan dih apus, 

i1ii sudah dinyatakan tidak bcrlaku dcngan diundangkan11ya UU No. I Tahun l 995 
""""'" "'"'"' Pcrscroan Tcrbatas. (Liiwt Lampiran 5). 

0 



Bagaitnana hainya dalam peraturan perundang-undangan lainnya, apakah a:1 
batasan atau ru1nusan pcrusahaan? Rurrtusan yang lebih tegas clijabarkan dalarn _Undar 
Undang Non1or 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.3} Dalam Pasal l buti 
cli.sebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tnenjalankan setiap jenis usa 
yang bersifat tctap dan terus menerus dan yang clidirikan, bekerja serta berkedtiduk 
da\arn wilayah Negara Republik Indonesia. untuk tujuan men1peroleh keuntungan ata_ 
laba. Demikian juga halnya clalam Undang-Unclang Nomor 8 Tahun 1997 Tental1 
Doku1nen Perusahaan41 disebutkan perusahaan adainh setiap bentuk usaha y�i 
1nelakukan kegiatan secara tetap clan terus rnene1·us dengan tujuan me1nper0Ie 
keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan n1aupun bada 
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan d 
berkedt\dukan clalam wilayah Negara Rcpublik Inclon�sia. (Lihat Pasal l butir l). 

Dari rumusan di atas ada beberapa hal yang kiranya perlu dicatat di sini yak1 
peruuna, perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik berbadan hukum n1aupun yari. 
belutn berbadan hukum. Apa arti pentingnya dibedakan badan 'ttsaha yang berbada' 
hukum clan nonbadan hukum harus· dibcclakan? 1-Ial in.i ·ada kaltannya dengan tanggun 
jawab yang akan dipikul olch pengelola pcrusahaan, dalan1 hal perusahaan 1nengalan 
kerugian ataupun 1nempuhyai kewajiban terha.clap pihak ketiga, Untuk perusahaan ya1 
bcrbadan hukun1 tanggung jawab pe1nilik perusahaan terbatas sebesar n1odal yai 
dimasukkan ke clalam perusahaan. Dengan kata lain hanya bertanggung ja\vab sebcs 
saha1n yang <limiliki. Lain halnya badan usaha yang belurn berbadan hukum (nonbad 
hukun1) tanggung jawab tidak tcrbatas.51 

Yang kedua, ciri perusahaan ada!ah bcrtujuan mcncari untung (prl�fit orientec1 
Bagaimana perusahaan dapat diketahui mendapatkan keuntungan atau tidak? Dala 
hal ini 1nenarik untuk dicennati apa yang dijabarkan dalam KlJHD yang rnengemukak 
bahwa setiap orang yang n1enye!enggarakan pcrusahaan diwajibkan untti 
rnenyclengarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentan 
keadaan· hartanya dau- tent�1ng apa saja yang . berhubungan dengan perusahaany 
dengan c3ra yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan i1 
scwaktu.:\vaktu dapat diketahui segala hak clan kewajibannya (Pasal 6 ayat 1 ).61 I-Ial i 
pcnting untuk rnengetahui hak clan kewajiban perusahaan. I-Ial ini sernakinjelas lagijik,i 
clikaitkan dcngan masalah. kewajiban perpajakan. Dalam unclang-und'ang paja 
disebutkan wajib pajak adaiah orang pribadi atau badan yang rncnurut kctentt'1. 
peraturan perundang�undangan perpajaka.n clitentukan untuk n1elakukan kewajib 
perpajakan. Seianjutnya dikernukakan badan aclalah suatu bentuk badan usaha yari 
ineliputi, pcrscroan terbatas, perseroan kon1ancliter, perseroan· lainnya, badan usah 
milik negara atau dacrah dengan nama clan dala1n bentuk apapun, persekutua 
perkumpul'1,n, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organi.sasi sejenis, lcn1baga, dan 
pension, bentuk usaha tetap; serta bcntuk baclan usaha lainnya.71 

J) Sccanl lengkap apa ii;i undang-undang ini dapat dilihat dalam lampiran 3 dalam buku inL 
4 > Sccara !engkap isi UV ini lihat Lampi ran 7 da!am buku ini. 
S) Lihat Sentosa Setnbiring . flukum Dagang Bandung : Cifra Aditya Bakti, 2000. 
6l Scpanjang kctcntuan yang tercantum dalam pasal ini tldak tidak bertcntangan dengan kctcntua 

yang tcrcantu1n da!am UU No. 8 Tahun 1997 Tcntang Dokumen Pcrusahaan dinyatakun tet 
bcrfaku. (Lihnt Lumpiran 7). 

7> Lihat Pasal l butir a clan b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Pcrubahi1n At 
Un<lang-Udang Noniol' 6 Tahun 1983 Tentang Ketcntuan Unnun clan Tata Cara Pcrpajakan, 

0 
lfuktun Perusahaan daLani Peraturan Perundang-utufang, 

(l(J
1;��[yilrtgketiga adalah pen1sahaan wajib didaft1 

\'li�eKperusahaan berdom'sili. Dalam undang-unc 
r:egas:t_�lah dijabarkan baclan usaha apa saja yang 1 

'"' 

,

_

:
_
:J;illlllt!il!�ill:IIfJil\lltiYll 

1l;\sl1!ah satu bentuk baclan usaha yang cukup l 
\�l��}?erseroan Terbatas (PT), mengapa? Kare1 

;;"fi�K p�Ifiupukan modal yang Iebih besar jika 
f'·���Jialainnya." Sela in itu, PT juga dapat masukk 
· 
· telrih.imemenuhi syarat yang ditentukan dalam u 
11¥C'. bala!U konteks ini, pemerintah pun menyad' 

• �ijapatkan dalam KUHD yang cukup sumir yakni '../J\'le'(liad�i lagi untuk mengatur badan us aha PT ya 
:f\d�lC hanya lintas daerah akan tetapi menembu 
·�f�dakartperubahan dan penambahan dengan Ui 
!£�!\f��g �erub.ahan dan Penambahan Pasal 54 Kl 

L�µa�a(One Share One Vote). Untuk itu pada ta 
e�geluarkan Undang-Undang Perseroan Terbat' 

:a0rjumlah sebanyak 129 Pasal. '°' 

!;\/ ;)ika dicermati UU PT secara saksama, kiran) 
p�l)l�kiran yang selangkah lebih maju yakni dalarr '�i,l)la}{sud dengan dengan Perseroan Terbatas. H ·· lr} yangmengemukakan yang dimaksud clenga 

'Uf perseroan ad al ah bad an hukum yang didiril 
,\an usaha dengan modal dasar yang sel 

<;•v.fell(lhipersyaratan yang ditetapkan clalam 
icp�!�ks�naannya . 

{�s'[>ffe,�cta dua ha! yang kiranya dapat dikemuk .,·,���'o9asarkan perjanjian. Hal ini berarti, sesuai d1 
:<
;�

7:1_flkukan perjanjian harus ada dua orang. Hal in 1•;J�Z�tl t.JU PT yang mengemukakan perseroan c •·.��!lg�n akta notaris"' yang dibuat dalam bahasa �f�e?�tkan PT adalah badan hukum. Hanya cuk 
dil)laksud dengan badan hukum'" itu sendi 

i,�t-�_k::_�adan usaha lain yang dikcna! dalam prak '.:�_a ':{fa); Perscroan Komanditer (CV); Kopcrasi. : J,:tr1i _diatur lcbih lanjut dijabarkan dalam Und< 
_9?PJ_r�.n- 6) 

;· ..
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. 
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-
<la lain Undang-Undang Norn or 8 Tat Qj•• ,;:_,. $:_ecara-ten:gkap - tihat !ampiran 5. :'.:��'.X:��-'-�-lft-'.:-KUf{D, hanya disebutkan PT didirikan deng 

r:itJ:,�,�-
-
f,ke_pustakaa� Iimu Hukum dikctnukakan "Ba, ��-�h�: -,l1y __ kum adalah pembawit hak dan kcwajiban d :fmf-�-��hu di muka pcngadi!an. 

'�(H.l'e1··1i.1·ahac,•l! dalan1 Peraturan Perundang··11111 



un peraturan perundang-undangan lainnya) apakah 
tlaan? Ru1nusan yang lebih tegas dijabarkan dala111 _Und 
2 Tentang W::tjib Daftar Perusahaan.3J Dala1n Pasal 1 bu 
th setiap bentuk usaha yang inenjalankan sctiapjenis us' 
; 1nenerus dan_yang didirikan, bcke1ja serta berkedud 
.hlik Indonesia, untuk tujuan 111e1nperoleh keuntungan 
1 dalam Undang-Undang .Nomor 8Tahnn 1997 Ten 
sebutkan pexusahaan adalah setiap bentuk usaha y 
a tetap dan terus inenerus dengan tujuan 1nen1per 
ang diselenggarakan oleh orang-perorangan,1naupun bi 
ll1 hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan 
,11 Negara Republik lndon�sia. (Lihat Pasal 1 butir 1 ). 
Lda bebcrapa hal yang kiranya perlu dicatat di sini y 
h setiap bentuk usaha baik berbadan huku1n 111aupun i 
)a arti pentingnya dibedakan badan usaha yang berbti 
n harus dibedakan? I·Ial inj ·ada kaitannya dengan tangg 
�h pengelola perusahaan, dala1n hal perusahaan 1nenga 
ai kewajiban terhadap pihak ketiga. Untuk pcrusahaan y 
, jawab pemilik perusalrnan terbatas sebesar modal y 
;ahaan. Dengan kata lain hanya bertanggungja\vab_se 
Lalnya badan usaha yang belum bcrbadan hukmn (nonb, 

%:�al yang ketiga adalah perusahaan wajib didaflarkan di km1torperdagangan di wilayah 
'
_ijµ _-

_
-f pl'tlsahaan herdo111 i_sili. Dala1n undang-undang wajib daftar perusahaan dengan 

(istelah dijabarkan badan usaha apa saja yang wajib didaftar. 

Salah satu bentuk badan usaha yang cukup banyak diminati cialam praktik bisnis 
�lah Perseroan Terbatas (PT), rnengapa? Karena PT diyakini dapat rnenjadi sarana �)�k pemupukan .modal yang lebih besar jika dibandingkm1 dengan bentuk badan 

sah�)ainnya."' Selain itu, PT juga dapat rnasuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila 
lfih·nmnenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal." 

Dalam konteks ini, pemerintah pun menyadari, pengaturan PT sebagaimana yang 
'aparkan d�lam KUHD yang cukup sumir yakni hanya sekitar 21 pasal dianggap tidak 
�nrndailagrnntuk mengatur badan usaha PT yang aktivitasnya semakin mengglobal ak· hanya lmtas daerah akan tetapi menembus batas antamegara, sekalipun telah 
adakan perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 
ta�g Perubahan dan Penambahan Pasal 54 KUHD yang menganut asas satu saham 

\U�uara (One Share One Vote). Untukitu pada tanggal 7 MaretTahun 1995 pemerintah 
eJJgeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor I Tahun 1995 ym1g 
rjumlah sebanyak 129 Pasal. 10> lak terbatas.5> 

;ahaan adalah bertujuan mencari untung (profit orient Jikadicermati UU PT sec�ra s�ksama, kiranya dapat dikemukakan bahwa terdapat 
iat diketahui mendapatkan keuntungan a tau tidak? Da. 11)1ktran yang selangkah lebih ma JU yakni dalam UU PT dijabarkan rumusan apa yang 
iati apa yang dijabarkan dalam KUHD yang mengemuk O)�ksud dengan dengan Persero�n Terbatas. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 
•g menyelenggarakan perusahaan diwajibkan unf\,lirl yangmengemukakan ymig dimaksud denganPerseroan Terbatas yang selanjutnya 
1-catatan menurul syarat-syarat perusahaannya tcnt41se�utperseroan adalah ba>!anhukum yang didirikan berdasarkan pe1jm1jian, melakukan 
,tang apa saja yang berhubungan dengan perusahaan�fgiatan �saha d�ngan modal. dasar yang seluruhnya terbag1 dalam saham, dan 
m sehingga dari catatan-catalan yang diselenggarakanWemenulu pei syaiatan yang d1tetapkan, dalam undang-undang ini serta peraturan 
ahui segala hak dan kewajibannya (Pasal 6 ayat 1).6' Ha(�elaksanaannya. . 
rnk dan kewajiban pcmsahaan. Hal ini semakin jelas lagijf .· . . Ada dua hal. yang kiranya dapat' dikemukakan di sini, pertama PT didirikan 
h. kewajiban perpajakan. Dalam undang-undang p��rdasarkan pe1ja11jian. Hal ini berarti, sesuai dengan konsep Imkum perjanjian, jika 
dalah orang pnbad1 atau badan yang menurut kctent�elakukan pe1pnJ1an harus ada dua orang. Hal ini pun ditegaskan kembali dalam Pasal 
mgan pcrpajakan ditentukan untuk melakukan kewaji�ayat l UU PT yang me11gemukakan perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau Jebih 
ikemukakan bad.an ad�lah suatu bentuk badan usaha yfngan akta notaris"' yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, secara tegas 
as, perseroan komandner, perseroan lamnya, badan usl4sebutkan PT adal.ah badan hukum. Hanya cukup disayangkan tidak dijabarkan apa 
, dengan narna dan dalam bentuk apapun, persekutu�ng dimaksud dengan bada11 hukum"' itu sendiri. 
si, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lernbaga, dl/_·-------------------------------1p, serta bentuk badan usaha lainnya." ! L ��ntuk badan usaha lain yang dikenal dalam praktik antara Jain: Pcrusahaan Dagang (PD); ---------------------f Finn� �Fa�; Perser?an K�man

.�
iter (CV); Koperasi. Sclain itu, dlkena! juga istilah Usaha KcciL 

lang-undang ini dapat dilihat dalam lampiran 3 dalam buku ini. ·{ Hal. ll�l diatur leb1h lanJUl d1.1abarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. (Lihat & Lampiran 6) Bhat Lmnpiran 7 dalam buku ini. 1 . . . . . ·r Hal ini diatur dalam Undani•-Undang Nomor 8 '�al1u11 199° : . Hukum !Jagang . Bandung : C11ra Aditya Bakll, 2000. ,l). . <::- ' ·': 
· "· . Secara lengkap hhat Jampiran 5 tercantun1 dalam pasa! ini tidak ti<lak bertentangan dengan ketentfir · ' 

J No. 8 Tahun i 997 Tentang Dokumen Perusahaan dinyatakai1 1{} · .. Dal am KUHD. hanya discbutkan PT didirikan dcngan akta otentik. (Lihat eX Pasa! 38 KUHD) 
7), . J. Dalam kepustakaan Ilmu tiukum dikeinukakan "Badan Hukum" adalah Subjek Hukrnn artinya 
b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tcntang PerubahUn /� badan hukrn.11 

adalah pemb�wa hak dan kewajiban dnlam Jalu lintas hukum. Ia bisa dituntut dan 
Tahun 1983 Tcntang Ketentuan Urnum dan Tata Cnra Perpajak} .menunttll. d1 muka pengadtlan. 

j.. 
Hukun1 Peru.�'ahaan dalan1 Peraturan Peru11da11g-u11da11!1.kion Perusahaan dala1n Peraturan Perundang-undangan 



Ketika undang-undang ini mulai cfektifberlaku sejak tanggal 7 Maret 1996. diyakini 
dapat memenuhi ·tuntutan zaman, namun di· hari-hari terakhir ini· lJU PT sudah mulai 
dirasakan perlu ada perubahan. Perubahan ini dirasakan cukup.signifikan, 1nengingat 
dalam tahun-tahun terakhir ini perkc1nbangan bisniS demikian<pesat tcrlebih Iagi dengan 
adanya kesepakatan antarnegara baik yang bersifat bilateral 1naupun multilateral yang 
1nemerlukan harn1onisasi dhlam .. pengaturan hukum bisnis· (Perusahaan). Selain itu, 
perdagangan dalam dekade tcrakhir ini telah merambah ke dunia maya (cyber) yang 
dikenal dengan E�Corn1nerce atau E-Busine,S·s yang mau atau tidak harus disesuaikan 
dengan pengaturan dalam transaksi bisnis. 

Di sisi lain, mas al ah dOkurnen perusahaarr pun.sejak dikeluarkannya UU Nomor 8 
Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dimungkinkan dilakukan clengan menggunakan 
data.elektronik. Hal ini ten tu membawa konsekuensi cukup pen ting dalam badan usaha 
PT. Satu ha! yang kiranya dapat dikemukakan di sini, bahwa dalam kondisi berbisnis 
yang masih cukup rentan ini, para pebisnis pun harus melakukan terobosan barn yakni 
apakah tetap hams bertahan dengan kondisi yang tidak pasti ataukah melakukan 
penggabungan usaha13J (meger). Di lain pihakperusahaan asing pun akan masukke sini 
dalam mengembangkan usahanya baik dalam bentuk mendirikan usaha baru ataupun 
lewat pembentukan kantor cabang14'. 

Hal lain yang dirasakan perlu ada perubahan yakni masalah kedudukan antara 
organ PT yakni RUPS. Komisaris dan Direksi perlu disetaraka.n. Dal am UU PT yang 
berlaku saat ini organ yang tertinggi adalah RUPS'"· 

lflJlllSl111B!lEl•l&Wlli�]����\�:;; ·: .. 

lstilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai muncul ke permukaan sejak 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk 
usaha negara menjadi undang-undang. Dalain Pasal 1 disebutkan kecuali dengan atau 
berdasarkan undang-undang, ditetapkan lain, usaha-usaha Negara berbentuk 
Pcrusahaan dibedakan dalam: 

L Perusahaan Jawatan. disingkat Pe1jan; 
2. Perusahaan Un1um disingkat Perun1; 
3 . .  -Perusahaan Perseroan disihgkat Persero16l. 

Hal ini berarti di luarke tiga bentuk ini dimungkinkan dicllrikan BUMN asal didirikan 
dengan UU. Sebagai contoh adalah pendirian Perusahaan Ta in bang Minyak dan Gas 
Bumi Negara(PERTAMINA) didirikan bcrdasarkan UU No. 8 Tahun 197 l "'-

IJ) Pe;ngaturan masa!ah Pcnggabungan PT diutur dalam PP No. 27 Tahun 1998. (Lihat Lampiran 
17) 

l4l Apa syarat yang han1s dipcnuhi untuk rnendirikan kantor cabang pentsalrnan <lsing dijabarkan 
dalam Kep. Pres No. 90 Tahun 2000 (Lihat Lampirnn 31) 

LS} Lihat Pasal l butir 3 dan Pasal 63 UU PT. 
16l Secara !engkap isi-UU ini !ihat lampiran 14. 
!?) UlJ lni aknn clignntiknn dengan UU No. 22 Tahun 2001 Tentnng NHnyak Dnn Gas Bumi. (Lihat 

Lampirun 10) 

0 
flukiun Perusahaan da!cun Perat11ran Penuu!ang-unda11ga11 

Bidang: usaha apa saja yang dikcijakan olel' 
dijabarkan cblarn Pasal 2.UU No. 9 Tahun 196' 
perusahaan Negara yang didirikan dan diatur 
tcrn1aktub dalam !ndonesische Bedh'vetnen}vet (S 
bcberapa kali diubah clan ditan1bah); Perun1 adal 
dan'cliatur berdasarkan ketentuan-ketentuan ya1 
N()mor 19 Prp Tahun l 960; Persero adalah perus: 
se!Jerti diaturment1n.1t ketentuan�ketentuan Kitab 
f'847 : 23 sebagahnana yang tel ah· beberapa kali'di 
sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhny 

Se iring dengan perkembangan zaman yang di 
bisnis, maka pengaturan masalah BUMN pun mer 
'dengitn diterbitkannya serangkaian pengaturan te 
Jilwatan (Perjan) diatur _dafam Peraturan Pemerin 
berlaku21 Februari2000'"· DalamPasal I bqtir I 
selanjutnya disebut Perjan adalah Badan Usaha IV 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun t 969 di man a selt 
dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipi 
s·aham� 

Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan maksu 
garakan ke.giatan usaha yang bertujnan untuk kc 
penyediaan jasa pelayanan · yang bermutu tin: 
keuntungan (Pasal 2 ayat I). Untuk mendukung I 
kegiatan pelayanan sebagaimana dhnaks\1d dal; 
kCgiatan-kegiatan, tertentu yang berkaitan dengan 
Pe1jan didirikan dengan Peraturan Pemerintah. (I 

Jadi� di sini terlihat karakteristik Pe1jan adal 
Sekalipun Perjan tidak berorientasi mencari ket 
dalam iuenjalankan usahariya dapat 1ne1nbentu1 
Pefjan. 

Bagaimana halnya dengan Perusahaan Umun11 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 19981'"· Dalam Pasal 
yan·g selanjutnya disehut Perurn adalah badan us 
dalam Undang-Undang Norn or 9 Talllm I .969 dim 
ben1pa keka)iaan Negara yang dipisahkan dan t 
dalan1 Pasal 2 ayat 1 disebutkan n1aksud dan tuj 
ttsaha y·ang bertttjuan untuk kernanfaatan uniu1n b 
Yang bcrmutu tinggi dan sekaligus rncrr1upuk keunt 
perusahaan. 

P_eru1n clidirikan dengan Peraturan Pen1eri 
peridfrian Perum sekaligus menetapkan keputusa 
Negara kc dalam Pcrum. Dengan ketentuan ini Pc 
s,etelah Peraturan Pen1erintah pendirian Perum b 

!&) Lihat liunpirnn 23, 
l9) Lihat lainpirnn l5 

fluktttn Perusahaan dalatn Peraluran Perundang·utu 



feklifberlaku sejak tanggal 7 Maret 1996, diyakini 
mun di hari-hari terakhir ini UU PT sndah mulai 
Jahan ini dirasakan cukup signifik.an, 1nengingat 
1bangan bisnis demikian pesat terlebih lagi dengan 
: yitng bersifat bilateral n1aupun n1�frilateral yang 
1gaturan hukum bisnis (Perusahaan). Selain itu, 
ini telah merambah ke dtinia maya (cyber) yang 
-IJiJsine�"' yang 1nau atau tidak harus disesuaikan 
Jisnis. 
:rusahaan pun sejak dikeluarkannya UU Nom,or 8 
1an ditnungkinkan dilakukai.1 d.engan n1enggunakan 
wa konsekuensi cukup penting dalam badan usaha 
:mukakan di sini, bahwa dalam kondisi berbisnis 
bisnis pun harus melakukan terobosan baru yakni 
n kondisi yang tidak pasti ataukah melakukan 
tin pihak perusaham1 asing pun akan masuk ke sini 
tik dalam bentuk meudirikan usaha baru ataupun . 

ida perubahan yakni masalah kedudukan antara 
m Direksi perlu disetarakan. Dalam UU PT yang 
adalah RUPS"'· 

�s!i-1:--�,:�;y::!'.�:i'Ciqng _usaha-apa saja yang clik�1jakan oleh kctiga jcnis bad an usaha ini? lla! ini 
·<afil��atkan dalam Pasal 2 UU No. 9 l'ahun .1969 yang mengemukakan Pe1;ian adalah 

- _-_:-§a�Hian _Ne_gara yapg chd1nkan dan chatur 111enurut ketcntuan-ketentuan yang ., 
i,��t�1b:d_i1l_an1 lndonesische Bedrivr:1ne1nvet (StbL 1927 : 419 scbagaitnana yang t_clah 
J�paJ�:ali <l,itdJµh dan ditan1bah); l;)ertan adalah Perusahaan Negara yang didirikan 
,trytllr _herda_s_arkan kctentuan-ketentuan yang tennaktuh dala1n Undang-lJndang 

,.BllfgtJ.9 Prp Tahun .1960; Pe1:vero adalah pernsahaan dalam bentuk perseroan terbatas 
· 

l di.nmrmenurut ketentuan-kete11tuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 
::�;:�·47_':>7:,3_�s�bagaiinana yang tel ah bcberapa kali diubah dan dita1nbah), baik yang saham-

j��1"�{�:�1:::�:1:::��::l�:�;::�:1::�
l
��:::

1
�:�::

1
��::��::��::::�:1�bangan dunia 

)ljl$11;i!; !1l�ka pengaturan masalah BlJMNpun mengalamipembahan pula. Hal ini terlihat 
·;�jl!l,'lai;diterbitkannya serangkaian pengaturan tcntang BUMN yakni untukPernsahaan 
��)\\�tiln (Pe1jan) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun ZOOO yang mulai 
o�rliik.u21 Febmari 2000 '"'· Dalam Pasal I bqtir 1 disebutkan Perusahaan Jawatan yang 

· ·�r}�J1j�tnya disebut Petjan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam 
l.1'J?ang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 di man a selumh modalnya dimi!iki oleh Pemerintab 
:41lJ1W'IUpakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham· 
saharn; 
;(J!:.,�.�lal1jutnya dalam Pasal 2 disebutkan maksud dan tujuan Perjan adalah menyeleng· 
;��;:a�an kei;i?tan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa 
PFBW

;ctiaan Jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata·mata mencari 
k,�y�tu11g�n (Pasal 2 ayat I). Untuk mcndukung pembiayaan dalam menyelenggarakmi 

<��/!.i�tan pelayanan sebagaimana dimaksud. dalam ayat (I), Perjan dapat melakukan 
�{)gJ.atan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan. 
Pe!jan didirikan dengan Peraturan Pemcrintah. (Lihat Pas al 4). ' 

ara (BUMN) mulai muncul ke permukaan sejak · · d. · Jadi, 1 smi terlihat karakteristik Perjan adalah pelayanan publik (Public Sen,ice). omor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan g s···k 1. p · ·d k b  .. e a 1pun ClJan t1 a erorientasi mencari keuntungan (nonprofit oriented), namun mg Nomor I Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk ;:f d l · l k 1 d b k 
ig. Dalam Pasal I disebulkan kccuali dengan atau 
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menJa an an usa mnya apat mem entu unit usaha untuk mendukung usaha 

�tapkan lain, .usaha�usaha Negara berbentuk "ii . 
1e1jan; 
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1�;alrnan Um um (Perum)? Hal ini diaturdalam Peraturan 

, .�menn omor a itm 9 '· Dalam Pasal I butir 1 disebutkan Perusahaan Umum }�. ·Y�ng· se.lanjutnya <lisebut Pe1urn adalah badan usaha niilik Negara sebagaimana diatur 
rum; ·�. dal�m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 969 dimana selurub modalnya dimi!iki Negara 
l Persero"'· ,j bernpa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Selanjutnya 
tk inidilnungkinkan didi'rikanBUMN asal didirikan . . :�: d�la.1.n. Pasal 2 ayat 1 dlsebutkan n1aksud dan tujuan Pe111m adalah 1nenyelcnggarakan 
pcndirian Perusahaan Ta1nbang Min yak dan Gas '·.§: ·µ.�aha yang bcrtujuan untuk keinanfaatan u1nu1n berupa penyediaan barang dan a tau jasa 
:an berda.sarkan UU No. 8 1'ahun J 971 ni, �:( yang bennutu tinggi dan sekaligus incrnupuk keuntllngan berdasarkan prinsip pengelolaan 

c: perusahaan. 

T diatur dalam PP No. 27 Tahun 1998, (Lihat Lampiran 

k mendirikan kantor cabang perusahaan asing dijaburkan 

) {Li hat Lan1piran 3 1 )  

U PT. 

irnn 14. 

-Io. 22 Tahun 2001 Tcntang 11inyuk l)an Gas Bumi. (Lihat 

1n Perusahaan dala1n Peraturan Peruntlang-undangan 

;%.:· . < :�e_run1 didirikan ?engan Peraturan Pe1nerintah. Peraturan Pe1nerintah tcniang !1 pendman Perum sekaltgus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal 
ii; ·,Negara kc dala1n Peru1n. Deng�u1 ketentuan ini Pcru111 1ne1nperoleh status badan hukum ::!: s�.t.�lah Peraturan Pen1crintah pendirian Perum bcrlaku. (Lihat Pasal 7 beserta dengan 
.;f •[ :-1,::-,-.--------,..:..:. __________________ _ 

.
;;. · L1hat lampiran 23. E 19) .{:.. Lihat !ampiran 1 5  

:;;, ·i,. Hukiun Perusahaan dala1n Peratura11 Perundang-undangan 
l g 
§: 


